KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

: (005) MAHKAMAH AGUNG
1 (01) Badan Urusan Administrasi

: (098146) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

PROPINSI : (05) JAWA TIMUR
LOKASI 1 (29) KAB. LAMONGAN
Halaman: 1
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2026
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
005.01.WA | Program Dukungan Manajemen 7,209,570,000 6,150,271,000 13,359,841,000
Sasaran Program :
05 Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan
Administrasi yang prima dan optimal
Indikator Kinerja Program :
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan
05.01 S -
Administrasi
05.02 | Nilai Kinerja Anggaran Badan Urusan Administrasi
Nilai Indeks Pengelolaan Aset pada Badan Urusan
05.03 S .
Administrasi
05.04 | Indeks profesionalitas ASN
05.05 Jumlah Laporan Keuangan Audited yang disampaikan tepat
) waktu
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan
05.06 | penganggaran Mahkamah Agung terhadap dokumen
perencanaan nasional.
05.07 | Nilai pelayanan informasi, kehumasan dan produk hukum
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan 10,000,000 10,000,000
Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Kegiatan :
01 | Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana pengadilan
01 | Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah
Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 05.29 KAB. 2.00 Unit, m2,
1071.EBB LAMONGAN Paket 10,000,000 10,000,000
Indikator KRO
951 | Layanan Sarana Internal 2.00 Unit 10,000,000 10,000,000
Indikator RO
o1 Indeks kepuasan layanan sarana Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan
6986 Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 7,199,570,000 6,150,271,000 13,349,841,000
Indikator Kinerja Kegiatan :
01 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan
02 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan
03 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
04 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja
. . . 1.00 Layanan,
Layanan Dukungan Manajemen Internal [Penambahan alokasi dari
6986.EBA Laporan, Dokumen, 6,150,271,000 6,150,271,000
SABA 999.08 ke 9A] 05.29 KAB. LAMONGAN Rekomendasi, Unit
Indikator KRO
994 | Layanan Perkantoran Laya:hgrol 6,150,271,000 6,150,271,000
Indikator RO
01 | Laporan Layanan Perkantoran Pengadilan
. . 3.00 Layanan,
6986.EBA t:ﬁgi{gi‘,‘f””ga" Manajemen Internal [Base Line] 05.29 KAB. Laporan, Dokumen, 7,199,270,000 7,199,270,000
Rekomendasi, Unit
Indikator KRO
2.00
962 | Layanan Umum Layanan 1,440,000 1,440,000

Indikator RO
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1) 2 3 4 5) (6)
o1 Laporan Kegiatan Dukungan Manajemen Non Operasional
Pengadilan
994 | Layanan Perkantoran 1.00 7,197,830,000 7,197,830,000
Layanan

01

6986.EBD

225

01

Indikator RO
Laporan Layanan Perkantoran Pengadilan

Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 05.29 KAB.
LAMONGAN

Indikator KRO
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator RO

Laporan pemantauan dan evaluasi

1.00 Dokumen,
Layanan, Laporan,
Rekomendasi

1.00
Dokumen

300,000

300,000

300,000

300,000

Lafizangan, 4 Juni 2026
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

: (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

: (05) JAWA TIMUR
1 (29) KAB. LAMONGAN

: (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

005.03.BF

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

02

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

05

05.01

05.02

05.03

08

08.01

Sasaran Program :

Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan
Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan

Indikator Kinerja Program :

Persentase penyelesaian perkara pidana dan pidana korupsi
pengadilan tingkat banding pada peradilan umum secara tepat
waktu

Persentase penyelesaian perkara pidana, pidana korupsi, dan
PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt pengadilan tingkat
pertama pada Peradilan Umum secara tepat waktu
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu
pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum
Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat
pertama di lingkungan peradilan umum

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di
lingkungan peradilan umum

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat
waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di
lingkungan peradilan umum

Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan
tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan
peradilan umum

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana
tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori
putusan di lingkungan peradilan umum

Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata pada
lingkungan peradilan umum

Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan
keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi di lingkungan peradilan umum

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui
diversi di lingkungan peradilan umum

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum
Persentase perkara perdata tingkat banding yang
menggunakan e-court di lingkungan peradilan umum
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara
elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara
elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan umum
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di
lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau

Indikator Kinerja Program :

Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di
lingkungan Peradilan Umum

Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan
Peradilan Umum

Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili
kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum
Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di
lingkungan Peradilan Umum yang optimal

Indikator Kinerja Program :

Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan
Umum

128,650,000

128,650,000
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08.02
1049

Sasaran Program :

Indikator Kinerja Program :

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di
Lingkungan Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

01
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1
12
13
14
15
01
02
01
01
01

1049.AEA

001

01

1049.BCA

uo3

1049.QBA

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat
Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang
Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar
Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan
Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan
Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan
Koordinasi [Base Line] 05.29 KAB. LAMONGAN

Indikator KRO

Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di
Lingkungan Peradilan Umum
Indikator RO

Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga
Teknis Peradilan Umum

[SBK] Perkara Hukum Perseorangan [Base Line] 05.29 KAB.
LAMONGAN

Indikator KRO

Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah
Barat

Indikator RO

Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 05.29 KAB.
LAMONGAN

Indikator KRO

2.00 kegiatan

2.00
kegiatan

300.00 Perkara,
Berkas Perkara

300.00
Perkara

100.00 Orang

128,650,000

128,650,000

750,000

750,000

99,900,000

99,900,000

28,000,000

750,000

750,000

99,900,000

99,900,000

28,000,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG

: (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

SATUAN KERJA : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

PROPINSI : (05) JAWA TIMUR
LOKASI 1 (29) KAB. LAMONGAN
Halaman: 3
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2026
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
032 | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum 100.00 Orang 28,000,000 28,000,000

01

Indikator RO

Jumlah Pengguna pos bantuan hukum dilingkungan peradilan
umum

Tidak terdapat mata anggaran perkara prodeo untuk

DIPA Tahun Anggaran 2026

o

l.aimongan, 4 Juni 2026
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DIPA Tahun Anggaran 2026


